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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA BINJAI

Nama : Indriani

NIM : 041801063

Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | : Drs. Humaizi, MA
Pembimbing I  : Drs. Kariono, MA

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa
salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdasakan kehidupab
bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada Pasal 31 ayat (1)
yang menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan
ayat (2) menyebutkan "Pemerintah mengprogramkan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang'i. Salah satu
kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan atas Program wajib Belajar
Sembilan tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman efektivitas
Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai. Sampel
diambil secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan metode deskriftif guna mengetahui bagaimana Pelaksanaan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai, sedangkan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program digunakan metode skoring,
yang yang dibagai atas tiga kriteria, yaitu : implementasi program baik, sedang dan
rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keenam
indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu
komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi,
hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukan skor rata-rata dalam
kategori baik (2,73). Demikian juga halnya apabila dilihat dari masing-masing
indikator, menunjukkan bahwa kecuali indikator hambatan yang termasuk kategori
sedang, kelima indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai dapat
dilaksanakan cukup efektif.

Key words : Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa
salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdasakan kehidupab
bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada Pasal 31 ayat (1) yang
menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan ayat (2)
menyebutkan "Pemerintah mengprogramkan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang".

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah
melaksanakan program Inpres Sekolah Dasar sejak Tahun 1973/1974 sebagai
realisasi atas kebijaksanaan pemerataan pendidikan. Pada masa sepuluh Tahun telah
dibangun secara besar-besaran gedung-gedung Sekolah Dasar di seluruh tanah air,
sehingga sebagian besar anak usia 7-12 Tahun (usia SD) telah dapat ditampung di
Sekolah Dasar. Selanjutnya pada Hari Pendidikan dan Pengajaran tanggal 2 Mei 1984
Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun.
Sementara itu dengan terus menerus meningkatkan wajib belajar sekolah dasar 6
Tahun, pemerintah selalu berprogram mewujudkan sistem Pendidikan dan Pengajaran
dengan berpedoman pada undang-undang yang diamanatkan Undang-undang Dasar

1945. Dalam mewujudkan amanat UUD 1945, pemerintah bersama-sama dengan
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DPR mengundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan dan Pengajaran.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan
Pengajaran menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan", dan "Warga negara yang berumur 6 (enam) Tahun
berhak mengikuti pendidikan dasar" dan selanjutnya bagi "Warga negara yang
berumur 7 (tujuh) Tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan
yang setara sampai tamat”. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah
pendidikan 9 (sembilan) Tahun, yang terdiri atas program pendidikan 6 (enam) Tahun
di Sekolah Dasar dan Program Pendidikan 3 (tiga) Tahun di Sekolah Lanjutan
Tungkat Pertama".

Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan
dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan dan anggota umat manusia serta
mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Upaya untuk
meningkatkan mutu/kualitas bangsa (sumber daya manusia) seperti telah dinyatakan
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dan dipertegas di dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan Pengajaran,
senantiasa diprogramkan dari Tahun ke Tahun dengan meningkatkan alokasi
anggaran untuk pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal tersebut dapat dilihat
dari hasil pelaksanaan wajib belajar Sekolah Dasar bagi anak usia 7-12 Tahun yang
pada akhir Repelita IV, Tahun 1988/1989 telah mencapai Angka Partisipasi Kasar
(APK) sebesar 92,65% (dari 30.395.500 anak usia Sekolah Dasar), sedangkan jumlah
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